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RAPAT Komisi III DPR RI dan

Menkopolhukam disaksikan jutaan ma-

ta. Dan berhari-hari isi dan konten

pembicaraan dalam rapat itu trending

di hampir semua platform media sosial.

Sekalipun  Rapat antara DPR dan

Menteri atau pejabat negara lainnya

memang hal yang biasa terjadi, kali ini

menyita banyak perhatian karena ma-

terinya yang membahas penyimpangan

uang rakyat hingga R p349 triliun.

Apalagi  rapat penuh dengan retorika

dan perdebatan panas.

Pada satu sisi, rapat itu mendapat-

kan atensi publik karena keberanian

Menkopolhukam mendebat hampir se-

mua anggota Komisi III. Ini sangat me-

wakili keinginan publik yang sampai

detik ini menaruh ëkepercayaan burukí

terhadap DPR. Rapat ini juga membuka

fakta lama yang secara terang-terangan

disampaikan ke publik, misalnya ten-

tang bagaimana usulan pembuatan un-

dang-undang yang keberadaannya sa-

ngat dibutuhkan masyarakat, namun

tidak kunjung dibahas dan disetujui

oleh DPR. Karena semua anggota DPR

sangat bergantung pada petunjuk ke-

tua partai politik, bukan kepada rakyat. 

Standar Kompetensi

Fakta yang sesungguhnya sangat me-

rendahkan kedaulatan rakyat, demo-

krasi, dan hak asasi manusia. Bagaima-

na mungkin orang yang bekerja dipilih

oleh rakyat, digaji uang rakyat, dan be-

kerja atas nama rakyat namun meng-

abdikan hidupnya dengan harga mati,

kepada petunjuk ketua partai? Belum

lagi fakta keberadaan makelar kasus,

makelar pasal, dan makelar undang-

undang di internal DPR. Rasa-rasanya

dapat dipastikan sampai hari ini masih

ada. Bahkan bisa jadi banyak jika diko-

relasikan dengan produk undang-un-

dang yang disahkan belakangan ini.

Namun demikian, di luar semua itu,

sejatinya ada fenomena lain yang patut

kita apresiasi. Tentu saja perkembang-

an pers dan keterbukaan informasi pu-

blik adalah yang pertama. Karena tidak

terbayangkan jutaan masyarakat

Indonesia dapat secara langsung

menyaksikan rapat itu, tanpa harus

hadir langsung di Jakarta. Tentu tidak

kalah pentingnya adalah mengenai

Kompetensi Pejabat Publik.

Pertama, ini menunjukkan bahwa

menjadi anggota DPR tidaklah mudah,

tidak cukup memperoleh suara meme-

nuhi ambang batas keterpilihan, lalu

duduk diam atas nama rakyat. Ada

standar kompetensi yang harus dimi-

liki, agar dapat betul-betul menjadi wa-

kil rakyat yang sebenarnya. Kompe-

tensi itu setidaknya adalah kompetensi

untuk menyuarakan pihak yang diwak-

ilinya, kompetensi memperjuangkan

suara pihak yang diwakilinya.

Juga kompetensi menjalankan

kewenangannya sebagai anggota

DPR. 

Dengan demikian, tidak cukup

seorang artis misalnya, memaan-

faatkan ketenarannya untuk

mendulang elektabilitas lalu men-

dapatkan suara terbanyak sema-

ta. Ia juga harus melayakkan diri

agar memiliki kompetensi seba-

gaimana di atas. Namun jangan

lupa, sebagai wakil rakyat dan pe-

jabat publik, ada standar kompe-

tensi yang harus dipenuhi.

Pelajaran Penting

Kedua, begitupun halnya de-

ngan menjadi seorang menteri.

Sejatinya ini adalah pelajaran

penting bagi siapapun partai poli-

tik pemenang pemilu. Bahwa meme-

nangkan pemilu bukan sekadar berbagi

kue keuasaan menteri belaka. Partai ju-

ga wajib memastikan bahwa kader

yang mereka kirimkan adalah orang

yang memiliki rekam jejak jelas menge-

nai tupoksi kewenangan kementerian-

nya. Dengan demikian, kompetensinya

sebagai menteri di bidang tertentu, me-

mang betul ia kuasai.   

Menjadi menteri bukan sekadar men-

jadi pejabat tinggi. Menteri adalah

orang yang bertanggung jawab penuh

atas ruang lingkup kementeriannya.

Menteri pendidikan akan bertanggung

jawab jika ada satu anak  Indonesia

yang putus sekolah. Menteri kesehatan

akan bertanggung jawab jika ada satu

warga negara yang meninggal karena

tidak mampu berobat ke rumah sakit.

Begitu seterusnya.  ❑-d

*) Dr  Despan Heryansyah SH

MH,  Peneliti Pusat Studi Hukum

Konstitusi Fakultas Hukum UII

Yogyakarta)

Calistung Bikin Bingung?

Despan Heryansyah 

KPK: Sprinlidik bocor, tidak

berdampak apapun.

-- Masalahnya, mengapa bocor ?

***

Mendag: harga bahan pokok cenderung

turun.

-- Mudah-mudahan bukan hanya

sementara.

***

Libur Lebaran, 6 juta orang bakal ma-

suk DIY.

-- Bersiap Yogya macet.

Kompetensi Pejabat Publik

ACARA Merdeka Belajar Episode ke-

24 mengambil tema Transisi PAUD ke

SD yang Menyenangkan (28/3), Men-

dikbudristek memutuskan menghapus

tes membaca, menulis, dan berhitung

(calistung) dalam proses seleksi masuk

sekolah dasar (SD). Menurut Mas

Menteri, usia sebelum SD terhitung

masih sangat muda untuk menguasai

calistung. Di sisi lain, tak sedikit orang

tua khawatir bila anaknya belum dapat

calistung saat masuk SD. 

Calistung merupakan keterampilan

dasar yang dimiliki setiap anak

melalui proses pembelajaran, baik di

rumah maupun di sekolah (TK,

PAUD). Saat di rumah, anak belajar

calistung dengan keluarganya (orang

tua, kakak, adik). Saat di sekolah,

anak belajar calistung dengan guru

dan teman sebayanya. Tentu, kesem-

patan belajar calistung anak lebih

banyak di rumah daripada di sekolah.

Oleh karena itu, keluarga berperan

terhadap kemampuan calistung anak.

Lembaga Kursus

Namun, tak semua keluarga mampu

berperan terhadap kemampuan calis-

tung anak. Ada orang tua yang tetap

fokus mendampingi anaknya belajar

calistung. Ada pula orang tua yang

sibuk bekerja sampai lupa mendampingi

anaknya belajar calistung. Akibatnya,

orang tua mendaftarkan anaknya ke

lembaga kursus calistung. Di sana, kur-

sus calistung diajarkan melalui beragam

metode, seperti bernyanyi, bercerita, dan

pemberian soal.

Riset-riset terkini soal calistung,

seperti Asiah (2018), Widyastuti (2018),

Lestari (2019), Sufa & Setiawan (2020),

dan Dewi & Hasanah (2021) mem-

berikan beberapa catatan. Pertama,

orang tua tidak boleh memaksakan

anaknya agar dapat menguasai calis-

tung pada usia 5-6 tahun. Selain itu,

orang tua juga harus memberikan stim-

ulasi ringan melalui lingkungan keluar-

ga terkait pengenalan dasar calistung

(lewat bernyanyi, mendongeng, dll.).

Kedua, orang tua dan guru PAUD/TK

dapat mengikuti pelatihan pengasuhan

stimulasi calistung dari pihak

kampus/LPTK. Lewat pelatihan itu,

orang tua dan guru dapat sama-sama

praktik simulasi bermain calistung.

Kelak, praktik itu dapat dilaksanakan di

rumah dan sekolah. Pelan tapi pasti,

persepsi orang tua dan guru PAUD/TK

dapat berubah bahwa konsep calistung

siswa TK/PAUD berbeda dengan konsep

calistung siswa SD.

Ketiga, buku-buku bacaan bagi siswa

kelas awal SD, terutama kelas I, masih

dinilai berat dan jauh dari semangat cal-

istung. Demikian juga soal-soal ujian,

baik evaluasi tengah semester maupun

evaluasi akhir semester dari Dinas

Pendidikan terkait. Untuk itu, pihak

SD, terutama guru kelas I, dapat mem-

buat buku bacaan dan soal ujian yang

ramah calistung bagi siswa kelas I. 

Keempat, guru-guru di PAUD/TK dan

SD, terutama kelas I, dapat berkreasi

pembelajaran calistung. Di PAUD/TK,

pembelajaran calistung lewat kegiatan

sentra/blok tiap hari yang berbeda. Di

SD, pembelajaran calistung melalui

kegiatan market day, pementasan dra-

ma, mendongeng, lomba menulis puisi,

lomba menulis cerita pengalaman, dll.

Variasi kegiatan pembelajaran calistung

dapat menghindari siswa dari rasa

bosan, takut, kaku. 

Sudah Bulat

Beberapa catatan di atas semoga

membuat calistung tidak bikin bi-

ngung. Apabila keputusan Mendik-

budristek tentang penghapusan tes

calistung sudah bulat, sebaiknya da-

pat diikuti dengan pembuatan regula-

si di tingkat daerah. Di PAUD/TK, se-

lain calistung, kemampuan anak lain-

nya juga perlu dikembangkan.

Sebagai contoh, kemampuan emosi,

kemandirian, kemampuan berinter-

aksi.

Orang tua, guru PAUD/TK, guru

SD, dan masyarakat berperan besar

agar masa transisi dari PAUD ke SD

dapat menyenangkan. Semua pihak

dapat menaruh perhatian, kasih

sayang, dan harapan kepada anak.

Kita berharap, anak-anak tak hanya

piawai calistung, tetapi juga piawai

dalam mengelola emosi, pikiran, dan

hati. Kelak, generasi muda Indonesia ke

depan bertumbuh dalam kognitif, afek-

tif, dan psikomotorik yang baik.  ❑-d

*) Sudaryanto MPd, Dosen PBSI

FKIP UAD; Mahasiswa S-3 UNY

*) Jauharotul Farida SpdSi Guru

SDIT Alam Nurul Islam, Yogyakarta

Sudaryanto - Jauharotul FaridaMeredam Kegaduhan di KPK
DALAM pekan-pekan terakhir

ini Komisi Pemberantasan Korup-
si (KPK) mendapat sorotan tajam
dari masyarakat. Paling tidak, ada
dua isu yang menjadi perhatian
masyarakat, yakni terkait dengan
pencopotan Direktur Penyelidikan
KPK Brigjen Pol Endar Priantoro
dan bocornya Sprinlidik kasus
tunjangan kinerja (tukin) di
Kementerian ESDM.

Kasus yang disebut terakhir ini
ditanggapi secara sederhana
oleh Wakil Ketua KPK Alexander
Sumarwata bahwa bocornya
Sprinlidik tukin tidak berdampak
apa-apa bagi penegakan hukum.
Nyatanya penanganan kasus
tersebut terus berjalan hingga
saat ini dan telah ditetapkan 10
tersangka  (KR 10/4). Ia pun berk-
ilah, sebenarnya kasus tukin
penyelidikannya besifat terbuka
sehingga tak bedampak apapun.

Untuk hal yang demikian, tentu
kita sangat prihatin, mengapa
Sprinlidik bisa bocor, bahkan
sampai kepada yang pihak yang
berperkara. Era KPK sebelum-
nya, di bawah kepemimpinan
Abraham Samad, pernah juga
Sprindik bocor ke wartawan, na-
mun bukan kepada pihak yang
berperkara. Tentu masalahnya
bukan hanya dampak dari bo-
cornya sprinlidik maupun sprindik,
melainkan lebih pada mengapa
dokumen yang bersifat rahasia itu
bisa bocor.

Dari sini mestinya menjadi ba-
han evaluasi bagi KPK untuk
lebih ketat mengamankan doku-
men rahasia, hal ini juga terkait
dengan pembinaan SDM secara
internal. Publik tentu tidak gam-
pang percaya bahwa pemboco-
ran itu tidak berdampak apa-apa,
sebagaimana disampaikan Ale-
xander Sumarwata, apalagi bo-
cornya kepada pihak yang ber-
perkara. Benarkah tidak ada motif
di balik pembocoran tersebut ?

Sedang persoalan yang tak
kalah menarik terkait pencopotan
Brigjen Pol Endar Priantoro yang
disebut-sebut terkait dengan pe-
nanganan kasus Formula E.
Seperti diketahui, yang bersang-
kutan masuk dalam tim yang me-
nangani kasus Formula E.

Namun sejauh ini, berdasar peng-
akuan yang bersangkutan, kasus
tersebut belum layak dinaikkan
statusnya menjadi penyidikan,
lantaran tidak ada bukti yang ku-
at.

Pernyataan tersebut langsung
dibantah Juru Bicara KPK Ali Fikri
yang menyebut pemberhentian
Brigjen Pol Endar Priantoro tak
terkait dengan kasus Formula E.
Menurutnya pemberhentian itu
hanyalan rotasi biasa. Sampai pa-
da titik ini, lagi-lagi publik dibuat
bingung lantaran reaksi atas pem-
berhentian Endar tidak biasa.

Endar pun melawan, dan
mengadukan Ketua KPK Firli
Bahuri ke Dewas KPK, karena ti-
dak menyebut alasan pember-
hentian dirinya. Tak hanya itu,
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit
Prabowo juga tidak mau begitu
saja menerima penyerahan atau
penghadapan Brigjen Endar ke
institusi Polsi. Dalam surat bal-
asannya kepada KPK Firli Bahuri
3 April 2023, Kapolri kembali
menugaskan Endar sebagai
Direktur Penyelidikan di KPK. Na-
mun surat tersebut diabaikan Firli.

Konflik terbuka antara Ketua
KPK Firli Bahuri dengan Kapolri
Sigit Listyo Prabowo pun tak bisa
lagi ditutup-tutupi, sehingga
Presiden Jokowi angkat bicara
agar mutasi di tubuh KPK tak bi-
kin gaduh, tapi harus didasarkan
pada aturan dan SOP masing-
masing insitusi. Pernyataan
Presiden ini mestinya direspon
Ketua KPK Firli Bahuri dengan bi-
jak dan benar. Bagaimanapun
langkah Firli Bahuri telah menim-
bulkan kegaduhan, apalagi men-
copot jabatan strategis di insti-
tusinya tanpa ada penjelasan.
Sudah seharusnya Firli meredam
kegaduhan ini sebagaimana di-
ingatkan Presiden Jokowi.

Agar isu tidak berkembang liar,
selayaknya Ketua KPK Firli
Bahuri menerima saran Presiden
untuk tidak bikin gaduh. Firli harus
menjelaskan secara gamblang
mengapa ia mencopot Endar, pun
mengapa tidak merespons positif
surat  Kapolri tentang penugasan
kembali Endar sebagai Direktur
Penyelidikan di KPK.   ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-
yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com
dengan panjang tulisan antara 535  - 575
kata, dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Yogya Perlu Pikirkan Taman Lansia?
ANGKAharapan hidup (AHH) di

Yogya dikenal cukup tinggi.
Dengan AHH tinggi berarti di
provinsi ini orang berusia lansia
pun jumlahnya akan terus
meningkat, lelaki maupun perem-
puan. Tingginya AHH ini tentu ti-
dak lepas dari kian baiknya kuali-
tas kesehatan penduduk. Dan lan-
sia juga mendapatkan perhatian
dari pemerintah setempat.

Ini menarik. Artinya, sebagai ko-
ta pelajar/mahasiswa namun di
DIY ini jumlah tua muda seakan
sama banyak. Fakta ini perlu per-
hatian ekstra pemerintah. Tentu
saja perhatian tersebut hendak-
nya tidak hanya sekadar menjaga
kesehatan dengan pelayanan ter-
padu (yandu) lansia yang sudah
sampai ke tingkat RW, untuk men-
jadi lansia tangguh.

Ada banyak lansia yang mampu
dan hidup sendiri. Demikian juga
ada yang tidak mampu dan juga
sendiri. Ada yang dikelilingi keluar-
ga, meski tidak terlalu banyak na-
mun kalau siang hari juga sendiri.
Karena keluarga melakukan akti-
vitas masing-masing di luar.
Sehingga mungkin perlu dipikirkan
taman lansia yang membuat lan-
sia bisa berkumpul, bersosialisasi
dan membuat tidak kesepian. 

Dengan hadirnya taman lansia,
keluarga bisa menitipkan lansia di
siang hari. Pagi diantar, sore di-
jemput seperti di penitipan anak.
Sehingga tidak kesepian di rumah
sendiri namun mengisi kegiatan
dengan positif dan bersosialisasi
dengan sesame lansia.  ❑-d

*) Izah SPd, Wedomartani
Ngemplak Sleman


